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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pidana secara mutlak terhadap pelaku pemalsuan 

Meterai yang dilakukan secara bersama–sama telah memenuhi unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana dari adanya suatu pertanggungjawaban pidana, 

mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. 

Berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar ketentuan, 

yaitu menjerat terdakwa dengan  Pasal 13 huruf a Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jouncto Pasal 253, 

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana (KUHP), Jouncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

pemalsuan Meterai yang dilakukan secara bersama–sama, bahwa hakim 

mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik 

dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 

Dalam pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan Jaksa  Penuntut Umum, 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 

alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan. Dalam pertimbangan 

non yuridis yaitu hakim mempertimbangkan berdasarkan dari hal-hal yang 

memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan meterai di Indonesia seharusnya 

pemerintah menjadi lebih melihat lagi dampak yang sangat besar terjadi 

karena tindak pidana ini sangat merugikan bagi negara dan juga bagi  

masyarakat dan juga diharapkan kepada pemerintah agar menjerat pelaku-

pelaku lain tindak pidana pemalsuan meterai ini menjadi lebih lama lagi 

dalam masa hukumannya. 

2. Agar selanjutnya tidak terjadinya lagi tindak pidana pemalsuan Meterai di 

Indonesia yang lebih luas maka dibutuhkan juga kesadaran masyarakat dalam 

bentuk pembelian meterai di tempat yang dijamin keaslian dari meterai 

tersebut dan masyarakat agar lebih teliti lagi dalam membeli meterai yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, serta masyarakat juga dapat membedakan mana 

meterai asli dan meterai palsu. 

3. Untuk kedepannya pengawasan penegakan hukum lebih dapat diawasi dan 

melihat dari contoh yang telah terjadi dalam perkara ini dan diharapkan agar 

tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan 

yang melanggar hukum seperti pemalsuan meterai, selanjutnya penulis 

berharap agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu 

mengawasi terdakwa di tengah-tengah kehidupan mereka setelah proses 

hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa agar tidak mengulangi 

lagi kejahatan dan perbuatan yang sama. 
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